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Status Keanggotaan Indonesia 
di RFMO

IATTC (Inter-American Tropical Tuna 
Commission) Negara Kerjasama Non 
Anggota sejak 2013 dan harus diperbaharui 
tiap tahun.

IOTC (Indian Ocean Tuna Commission): 
Anggota Penuh/Contracting Parties, 
Peraturan Presiden No. 9/2007, tgl. 5 Maret 
2007.

CCSBT (Commission for the 
Conservation of Southern Bluefin Tuna): 
Anggota Penuh, No. Peraturan Presiden 
109/2007, tgl. 6 Des 2007.

WCPFC (Western and Central Pacific 
Fisheries Commission): Anggota Penuh, 
Peraturan Presiden No. 61/2013, tanggal 28 
Agustus 2013.
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Commission (CPC/CCM)

Commission Contracting 
Parties (Members)

Commission Cooperating 
Non-Contracting Parties 

(CNCP)

Subsidiary Bodies 
(Hasil rekomendasi)

Compliance 
Committee

Standing Committee 
on Administration and 

Finance

Scientific 
Committee

Working Parties:
• WP on Billfish (WPB)
• WP on Data Collection and 

Statistics (WPDCS)
• WP on Methods (WPM)
• WP on Neritic Tunas (WPNT)
• WP on Temperate Tunas 

(WPTmT)
• WP on Tropical Tunas (WPTT)
• WP on Ecosystems and 

Bycatch (WPEB)

Scientific Service 
Provider/SSP

Observer

IGO
NGO

Country

• CPC: the Contracting Parties and Cooperating Non-Contracting Parties of the Indian Ocean 
Tuna Commission

• CCM: Commission Members, Cooperating Non-Members, and Participating Territories
• SSP: Scientific Service Provider
• IGO: Intergovernmental Organization
• NGO: Non-governmental Organization

Participating Territories

Outcome:
- Menyepakati rekomendasi SC, 

CC, FAC, dan Working 
group/party

- Mengadopsi resolusi atau 
Conservation and 
Management Measures
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Komisi/Komite Fungsi Utama Output Utama Anggota
Commission/Extended 
Commission

Badan pengambil keputusan tertinggi 
yang menetapkan kebijakan 
pengelolaan, kuota/catch limit dan 
resolusi/CMM.

▪ Resolusi/CMM
▪ Keputusan TAC/kuota/catch limit

Perwakilan resmi negara anggota 
dan cooperating non-members.

Scientific Committee Memberikan saran ilmiah dan hasil 
kajian stok ikan untuk mendukung 
pengambilan keputusan pengelolaan.

▪ Laporan hasil pengkajian stok dan 
harvest strategy

▪ Rekomendasi pengelolaan berbasis 
sains

▪ Research plan dan publikasi ilmiah

Peneliti, lembaga riset, pakar
statistik, akademisi, dan 
perwakilan tiap negara anggota

Compliance 
Committee

Mengkaji kepatuhan negara anggota 
terhadap ketentuan RFMO dan 
merekomendasikan tindakan korektif.

▪ Laporan kepatuhan tahunan per negara
▪ Rekomendasi perbaikan kepatuhan

Manager kepatuhan, dan 
perwakilan tiap negara anggota

Finance and 
Administration 
Committee

Mengelola keuangan, anggaran, dan 
kebijakan administratif organisasi.

▪ Anggaran tahunan organisasi 
▪ Laporan audit keuangan 
▪ Kebijakan administratif

Perwakilan tiap negara anggota, 
dan auditor eksternal/internal

Working 
Group/Scientific 
Service Provider (SSP)

Kelompok teknis yang membahas isu 
tematik tertentu seperti data, stock 
assessment, bycatch, atau model 
pengelolaan.

▪ Laporan tematik (stock assessment, 
bycatch, data, atau model stok)

▪ Technical guidelines dan
▪ Rekomendasi pendukung kebijakan 

pengelolaan

Peneliti, akademisi, observer, 
lembaga riset, dan perwakilan tiap 
negara anggota sesuai dengan isu
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Secretariat

Science Manager
Compliance 

Manager Data Manager

Fisheries 
Officer 

(Science)

Fisheries officer 
(Stock 

Assessment) 

Compliance 
coordinator

Compliance 
Assistant

Data 
coordinator

Data 
Assistant

Executive 
Secretary/Director

Finance and 
Administration Manager

IT 
Consultant Secretary Administration 

officer
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Implementasi Tidak Seragam

Pelaksanaan kewenangan provinsi belum mencapai tingkat optimal.

Instrumen Pengukuran
Perlu alat ukur objektif, terukur, komprehensif.

Tujuan Juknis
Evaluasi, pemantauan kinerja pemerintah daerah provinsi.

Dukungan Keberlanjutan
Pengelolaan perikanan tertib, bertanggung jawab, lestari.

Mengapa Perlu Standar Kepatuhan Provinsi?

❑ instrumen evaluasi yang objektif, terukur, dan komprehensif berupa standar baku  kepatuhan 
provinsi dalam pengelolaan perikanan.

❑ panduan teknis bagi tim penilai dalam melakukan asesmen kepatuhan.
❑ Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Perikanan.
❑ Menciptakan Keseragaman Pelaksanaan.
❑ Dasar Pengambilan Keputusan dan Intervensi Kebijakan
❑ Optimasi Data dan Sistem Informasi Perikanan
❑ Penguatan Tata Kelola (Governance)
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Kriteria Penilaian

No Komponen Penilaian Bobot Deskripsi Singkat

1
Kelembagaan dan 

Regulasi Daerah
15%

Ketersediaan regulasi daerah, kapasitas 

SDM, dan struktur organisasi

2
Perizinan Usaha 

Perikanan
20%

Ketertiban administrasi perizinan dan 

pengawasan kapal/alat tangkap

3
Pengawasan Sumber 

Daya perikanan
15%

SDM, Operasi pengawasan, penanganan 

pelanggaran, dan kerjasama

4
Konservasi dan 

Perlindungan SDI
10%

Kawasan konservasi, spesies dilindungi, dan 

ekosistem penting

5
Pelaporan dan Sistem 

Informasi
10%

Ketepatan dan kelengkapan data serta 

pelaporan ke pusat

6 Pemberdayaan Nelayan 10%
Program pembinaan, perlindungan nelayan, 

dan akses permodalan

7

Perencanaan dan 

Pelaksanaan 

Pengelolaan

20%
Kepatuhan dalam melaksanaan pengelolaan 

perikanan

TOTAL 100%

Nilai Kepatuhan Akhir (NKA) dihitung dengan rumus:

Keterangan:

❑ NKA = Nilai Kepatuhan Akhir (skala 0-100)
❑ Nilai Indikator = skor indikator (skala 1-4) yang diberikan oleh tim 

penilai
❑ Bobot Indikator = bobot setiap indikator dalam persentase (%)
❑ Angka 4 = nilai maksimum indikator

Penetapan dan Perhitungan Nilai

NKA = Σ (Nilai Indikatorᵢ × Bobot Indikatorᵢ) / 4 × 100
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No. Sub-Komponen Indikator
I KELEMBAGAAN & REGULASI DAERAH (Bobot: 15%)

1.1 Penetapan Regulasi Daerah Perda/Pergub terkait pengelolaan kelautan dan perikanan telah diterbitkan dan berlaku

1.2 pelaku usaha yang mengetahui regulasi kegiatan sosialisasi Perda/Pergub kepada pelaku usaha perikanan
1.3 Kelembagaan UPTD bidang perikanan telah terbentuk dan berfungsi

1.4 Anggaran
proporsi penggunaan PAD untuk bidang kelautan dan perikanan dibandingkan dengan 
total PAD kelautan dan perikanan yang dihasilkan

II PERIZINAN USAHA PERIKANAN (Bobot: 20%)
2.1 Administrasi Perizinan Sistem OSS perikanan terintegrasi dan aktif digunakan
2.2 pelaku usaha yang berizin Persentase jumlah kapal izin daerah yang diterbitkan dengan jumlah kapal di statistik
2.3 Alat Penangkapan Ikan Tidak ditemukan penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang
2.4 kepemilikan dokumen pemenuhan dokumen perizinan kapal perikanan (e bkp)

2.5 Kesesuain Alat Penangkapan Ikan
kesesuaian alat penangkapan ikan di dokumen dengan  cek fisik (tagging API) dan 
lapangan

2.6 Data Pengawasan Kapal Data armada kapal penangkap ikan diperbarui minimal 2x/tahun
2.7 Pengawasan Kapal Pemeriksaan fisik kapal sebelum turun ke laut dilaksanakan
III PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN (Bobot: 15%)

3.1 Operasi Pengawasan provinsi Jumlah Patroli pengawasan perikanan yang dilakukan oleh Provinsi
3.2 Operasi Pengawasan Gabungan Operasi gabungan dengan TNI-AL/PSDKP, Syahbandar di PP

3.3
Dokumen Persetujuan Berlayar (PB), standar 
laik operasi (SLO)

jumlah SLO yang terbit, Jumlah PB yang terbit

3.4 Penanganan pelanggaran
persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan di Provinsi yang telah 
diselesaikan

3.5 tersedianya SDM Pengawas Perikanan Tersedianya SDM pengawas perikanan di Pelabuhan Perikanan UPT Daerah
3.6 SDM Syahbandar tersedianya syahbandar dan petugas kesyahbandaran di PP UPT Provinsi
3.7 Kerjasama MoU kerjasama pengawasan dengan instansi terkait telah ditandatangani
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No. Sub-Komponen Indikator
IV KONSERVASI DAN PERLINDUNGAN SDI (Bobot: 10%)

4.1 Penetapan Kawasan Konservasi
Status penetapan Kawasan konservasi sudah di tetapkan oleh Menteri atau 
Gubernur

4.2 Pengelolaan Kawasan Konservasi status penilaian evika di di provinsi tersebut (emas, perak, perunggu)
4.3 Spesies Dilindungi Tidak ditemukan pemanfaatan spesies ikan dilindungi secara ilegal
4.4 Ekosistem Penting Program rehabilitasi mangrove/terumbu karang/ lamun dilaksanakan
V PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI (Bobot: 10%)

5.1 Pelaporan Rutin Laporan produksi perikanan disampaikan tepat waktu (triwulan) ke KKP

5.2 Sistem Informasi
Sistem informasi perikanan daerah (e-logbook) aktif digunakan (konfirm dinas 
provinsi)

5.3 Akurasi Data Data produksi dan armada terverifikasi oleh enumerator
5.4 SDM Enumerator/ Pendata Tersedianya SDM/pendata di Pelabuhan Perikanan UPT Daerah
VI PEMBERDAYAAN NELAYAN (Bobot: 10%)

6.1 Perlindungan Nelayan
jumlah perlindungan atau asuransi nelayan (AsNel) dengan jumlah nelayan di 
statistik atau KUSUKA

6.2 Pembinaan Kelompok Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan aktif terbentuk dan dibina
6.3 Permodalan Nelayan mengakses KUR perikanan atau LPMUKP minimal 20 kelompok/tahun
6.4 Sertifikasi tersedianya kegiatan peningkatan kapasitas SDM nelayan
VII PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN (Bobot: 20%)
7.1 Kehadiran dalam Setiap Pertemuan Kehadiran di setiap pertemuan UPP
7.2 Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Laporan pelaksanaan terkait dengan Rencana Kerja Tahunan
7.3 Pelaksanaan Rumusan/kesepakatan Laporan pelaksanaan terkait dengan rumusan/kesepakatan

7.4
Pelaksanaan Rencana Aksi dalam Rencana 
Pengelolaan Perikanan

Laporan pelaksanaan terkait dengan Rencana Aksi dalam Rencana Pengelolaan 
Perikanan
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Kriteria Evaluasi Kinerja LPP/UPP

Rentang 

Nilai
Klasifikasi Kode Warna Konsekuensi / Tindak Lanjut

85 - 100 PATUH ●
Pengelolaan perikanan dilaksanakan sesuai standar. 

Diberikan penghargaan dan dapat menjadi provinsi 

percontohan.

70 - 84 CUKUP PATUH ●
Sebagian besar regulasi dilaksanakan namun masih ada 

gap. Diberikan rekomendasi perbaikan.

55 - 69
KURANG 

PATUH ●
Terdapat banyak indikator yang tidak terpenuhi. Diberikan 

pembinaan intensif dan pendampingan.

< 55 TIDAK PATUH ●
Pengelolaan perikanan jauh dari standar. Dikenakan 

sanksi administratif dan pembatasan DAK.



KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN

1. Pengisian Self-Assessment

Pemerintah daerah provinsi mengisi formulir self-assessment melalui 

SIMKAP. Setiap indikator dilengkapi dengan dokumen bukti yang diunggah 

dalam format PDF. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan.

2. Review Awal

Tim teknis (penilai) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan 

review awal terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang 

diunggah. Provinsi yang dokumennya tidak lengkap diberikan kesempatan 

melengkapi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.

3. Verifikasi Lapangan

Tim penilai melaksanakan kunjungan verifikasi lapangan ke provinsi yang 

dipilih berdasarkan kriteria risiko. Pelaksanaan verifikasi lapangan 

menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan hasilnya dituangkan 

dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Penilai dan 

Kepala Dinas.

4. Sidang Panel Penilaian

Sidang panel dilaksanakan untuk menetapkan nilai akhir kepatuhan setiap 

provinsi. Panel terdiri dari Direktur Jenderal atau yang mewakili, anggota tim 

penilai, dan pakar independen. Hasil sidang panel bersifat final dan 

mengikat.

❑ Persiapan: Penetapan Tim Penilai, 

sosialisasi Juknis, distribusi formulir self-

assessment, penjadwalan, dan surat edaran 

ke gubernur.

❑ Pelaksanaan: Provinsi mengisi self-

assessment di SIMKAP dengan dokumen 

pendukung, review awal oleh DJPT, 

kesempatan koreksi, verifikasi lapangan ke 

provinsi prioritas risiko, sidang panel 

penetapan nilai akhir.

❑ Pelaporan: Laporan hasil penilaian berisi 

rekap nilai, peta kepatuhan nasional, analisis 

tren, rekomendasi tindak lanjut, dan rencana 

pembinaan disampaikan ke Menteri KKP 

maksimal 30 November tiap tahun.

Prosedur Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan
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Tahapan Pelaksanaan

Provinsi 
❑Jambi
❑DKI Jakarta
❑Sumatera Utara
❑Kalimatan Tengah
❑Provinsi Lampung
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